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BAB IV
KAWIN PAKSA PERSPEKTIF GENDER
A. Gender sebagai konstruksi sosial

a. Pengertian gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.[footnoteRef:2] Sedangkan menurut Sri Sundari Sasongko Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.[footnoteRef:3] [2:  INPRES No.09 Tahun 2000]  [3:  Sri Sundari Sasongko, Isu Global Gender Modul 1,(BkkbN,2007,6)] 

Menurut Fakih, memaknai gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap; kuat, rasional, perkasa, itu mengalami perubahan baik dari waktu ke waktu maupun tempat yang berbeda.[footnoteRef:4] Pengertian yang lebih kongkrit dan lebih operasioanal dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalamm hal peran, prilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.[footnoteRef:5] [4:  Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,(Pustaka Pelajar Yogyakarta,1997,8- 9).]  [5:  Lihat Nasaruddin Umar, “Perspektif Gender dalam Islam”, jurnal Paramadina, Vol. I. No.1, Juli–Desember 1998, 99] 


Menurut beberapa pengertian gender diatas maka dapat di simpulkan bahwa gender merupakan pola relasi yang dibangun dalam masyarakat antara laki- laki dan perempuan terkait dengan pembagian peran serta tanggung jawab yang diembannya, dan dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Oleh karena itu, bisa saja peran dan tanggung jawab yang dibangun tersebut antara satu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya, karena ia merupakan bentukan dan pembiasan. Maka sering ditemukan satu peran dan tanggung jawab di pegang oleh perempuan di satu tempat, dan di tempat lain dipegang oleh laki-laki, karena sifat gender itu sendiri: (1) bisa pertukarkan, (2) bisa berubah sesuai ruang dan waktu, dan (3) buatan masyarakat.
Selain itu Gender juga dipahami sebagai konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (social contruction) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis
Adapun dalam kepmendagri No. 132 disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Namun banyak kalangan yang masih salah paham terhadap istilah gender, adapun kesalahpahaman masyarakat terhadap kedua istilah yang secara konseptual maupun implikasinya sangat berbeda, ini disebabkan oleh beberapa hal
1. Istilah gender tergolong bahasa asing. Kata gender bukanlah istilah baku yang muncul dalam kosa kata kamus bahasa Indonesia, namun dari kosa kata bahasa Inggris dimana gender berarti jenis kelamin.
2. Fenomena dan problem gender, dianggap sebagai suatu problem yang tidak disini, tetapi „disana‟. Padahal sesungguhnya fenomena gender terdapat disekitar kita, baik fenomena keadilan maupun ketidakadilan gender.
3. Kondisi diatas mengakibatkan tidak adanya sensitifitas baik pada laki-laki maupun perempuan terhadap fenomena ketidakadilan gender yang terjadi, baik ketidakadilan terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan sekitar.
4. Rendahnya daya asertifitas terhadap persoalan gender, mengakibatkan kaum perempuan merasa kurang mampu menyuarakan problemnya baik kepada sesama perempuan maupun kepada laki-laki. Oleh karena itu, mutlak diperlukan perjuangan melawan ketidakadilan gender, yang membuat perempaun mampu mendialogkan pendapat dengan self evidence (kepercayaan diri), tanpa represi namun juga tidak melanggar hak pribadi dan hak orang lain.
b. Variasi Makna Gender Sebagai Konstruksi Sosial

· Gender sebagai istilah asing
Gender sebagai istilah asing, sering kali dibaca salah. Gender sebagai hal baru memang istilah yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna tertentu, namun sesungguhnya belum tentu sebagai istilah asing fenomenanya tidak ada disekitar kita.[footnoteRef:6] Istilah asing lainnya seperti politik, ekonomi, demokrasi, equality, humanity dan sebagainya tidak menimbulkan resistensi di masyarakat yang berbeda dengan istilah gender. Resistensi ini terjadi karena konsep gender itu sendiri mengusung sebuah perubahan peran, status dan tanggung jawab serta relasi laki-laki dan perempuan, sedangkan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan atas terjadinya perubahan peran dan relasi gender. Ketika kata gender disebutkan yang asosiasinya adalah barat, kelompok kiri, marxis, zionis dan sebagainya.[footnoteRef:7] [6:  Umi Sumbulah,dkk, Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi, (Malang). ]  [7:  Mufudah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 11] 

· Gender sebagai fenomena sosial
Perbedaan jenis kelamin sering kali digunakan masyarakat untuk mengkonstruk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut.[footnoteRef:8] bukan pembedaan yang menjadi persoalan tapi implikasi dari perbedaan itu sendiri, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sosial yang baik di beberapa bidang juga dipengaruhi oleh hal ini.[footnoteRef:9] [8:  Ibid, hal 11]  [9:  Umi Sumbulah, dkk. Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi, 9] 

Gender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin. Dalam realitas kehidupan, pembedaan peran sosial laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Pembagian peran gender yang diberikan pada laki-laki dan perempuan, sifat kegiatan, dan jenis pekerjaan yang berbeda, seolah-olah laki-laki hanya dapat melakukan jenis pekerjaan tertentu, sebaliknya perempuan juga hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu pula. Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika peran tersebut ditukar atau diubah. Peran gender kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat.[footnoteRef:10] [10:  Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 12] 

· Gender sebagai kesadaran sosial
Pembagian peran gender antara laki-laki secara dikotomis, misalnya laki- laki sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan dipimpin, merupakan pembagian tugas yang bersifat sosial yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena diubah atau berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[footnoteRef:11] Perubahan tersebut disadari bahwa hal ini dapat terjadi karena pembagian peran gender bukan bersifat kodrati tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat. Hal ini merupakan kesadaran yang harus ada dalam suatu masyarakat.[footnoteRef:12] [11:  Ibid, 13]  [12:  Ibid, 13] 

· Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis

Pemahaman gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponen.
Asumsi-asumsi dasar itu umumnya merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai alat analisis bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan untuk menggantikannya.[footnoteRef:13] [13:  Ibid, 17] 

· Gender sebagai gerakan sosial
Gerakan feminisme ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak perempuan dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas oleh sebuah sistem dan budaya patriarkhi. Karena berangkat dari perjuangan hak dan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketertindasan, maka gender sebagai gerakan berpijak pada isu-isu perempuan yang sedang berkembang secara global maupun lokal.[footnoteRef:14] [14:  Ibid, 18] 

B. Teori-teori Gender
Dalam khazanah pengetahuan tentang gender terdapat banyak teori yang berkembang dan dijadikan rujukan dalam menganalisis permasalahan gender. Teori-teori yang dimaksud adalah nurture, nature, equilibrium, adaptasi awal, teknik lingkungan, struktural, struktural-fungsional, dan teori konflik sosial. Namun Teori nurture, nature, dan equilibrium merupakan teori awal tentang gender.
a. Teori Nurture
Menurut teori nurture, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah hasil konstruksi social budaya sehingga menghasilkan tugas dan peran yang berbeda, perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[footnoteRef:15] Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty- fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. [15:  Sri Sundari Sasongko, Modul 2 Konsep dan Teori Gender, (BKKBN, 2007), 17] 

Karena itu, aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (affirmatif action) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut
b. Teori Nature
Teori nature adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini, bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya: siang malam, baik buruk, kesimbungan-perubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian, ada dua identitas yang selalu berlawanan, yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki- laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.[footnoteRef:16] [16:  Umi Sumbulah, dkk, Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi , 27] 

c. Teori Equilibrium
Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal.[footnoteRef:17] [17:  Sri Sundari Sasongko, Modul 2 Konsep dan Teori Gender , 20] 

C. Konsep Gender
Dalam memahami konsep gender ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
a. Ketidak adilan dan diskriminasi gender
Ketidak-adilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki – laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki – laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang–undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki – laki. Meskipun secara agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki – laki. Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu :
· Marginalisasi merupakan bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan pemiskinan terhadap kaum perempuan, dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran, agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.[footnoteRef:18] [18:  Trisakti handayani dan Sugiarti, Konsep dan Tekhnik Penelitian gender, (Malang : UMM Press, 2008), 15] 

· Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.[footnoteRef:19] [19:  Sri Sundari Sasongko, Modul 2 Konsep dan Teori Gender, 10] 

· Stereotype merupakan pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga menimbulkan masalah.[footnoteRef:20] [20:  Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , 15] 

· Kekerasan (violence), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik[footnoteRef:21] yang dialami perempuan maupun laki – laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya. [21:  Sri Sundari Sasongko, Modul 2 Konsep dan Teori Gender ,11] 

· Beban kerja (double burden) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.
b. Kesetaraan Gender
Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi.[footnoteRef:22] [22:  Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 18] 

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki – laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki – laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal.
Perempuan sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik dil ingkungan rumahntangga maupun keluarganya. Hal ini telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Bentuk- bentuk kekerasan tersebut antara lain perkawinan paksa, poligami, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi isteri dan anak, ekploitasi perempuan sebagai objek seksual, dan ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan.[footnoteRef:23] [23:  Febri Yuliani, Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru, Spirit Publik Volume 4 No.2,2008, hal 131] 


Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan, perempuan menjadi sasaran dari ketidaksamaan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini disebabkan dan juga diperburuk oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan di tempat kerja. Walaupun sebab dan akibatnya dapat berbeda antara setiap negara, diskriminasi terhadap perempuan terjadi secara luas. Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktek-praktek kepercayaan agama dan budaya tradisional yang merugikan perempuan.
Pernikahan itu sendiri pada dasarnya melibatkan banyak pihak, tidak hanya melibatkan antara orangtua wali akan tetapi kedua mempelai, bahkan seluruh keluarga, namun terkadang banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam keluarga, banyak para orangtua yang kemudian tidak mendiskusikan terlebih dahulu, bahkan memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan tanpa kemauannya. Perkawinan paksa banyak terjadi pada kaum hawa, dimana terkadang mereka hanya menjadi objek perkawinan, bahkan mereka  dipaksa hanya karena memenuhi ambisi orangtua.
Nikah paksa bahkan dalam perkembangannya menjadi trend baru bentuk eksploitasi anak. Motif eksploitasi dapat dilihat dari beberapa modus operandi, antara lain, eksploitasi anak dalam kejahatan human trafficking (perdagangan orang). Biasanya anak perempuan yang usianya masih belia dipaksa untuk menikah dengan orang asing, untuk kemudian dibawa pergi ke luar negeri. Cara seperti ini biasa dikenal dengan pengantin pesanan. Kasus „pengantin pesanan‟ ini marak terjadi di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kasus seperti ini seringkali terjadi karena beberapa alasan, pertama, orang tua yang merasa memiliki anaknya sehingga berhak memaksa menikahkan dengan siapapun. Kedua, rendahnya pengertian orang tua terhadap kemungkinan bahaya yang bisa menimpa buah hatinya sendiri. Ketiga, alasan ekonomi. Alasan ini menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Orang tua mengambil keutungan financial dengan menikahkan anaknya secara paksa dengan orang asing. Bahkan di daerah tertentu, memiliki anak perempuan merupakan aset tersendiri, karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.[footnoteRef:24] [24: Pera Suprianti, Pernikahan Paksa Perspektif Fiqh dan kekerasan terhadap anak, KUA Kec. Panyanguban. Diposkan 15 Januari 2010] 

Kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk kawin paksa dapat berupa :
a. Tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak dibawah umur karena adanya beberapa alas an orangtua seperti takut kelak anaknya kesulitan menemukan jodoh yang tepat, takut anaknya jadi perawan tua, takut kalau kelak anaknya memilih jodoh yang tidak sesuai dengan kehendak orangtua atau sesuai dengan tingkat dan martabat orangtuanya.
b. Pemaksaan perkawinan karena orangtua sudah tidak punya biaya untuk menghidupi dan menyekolahkan anak gadisnya, sedangkan disisi lain orangtua merasa sudah menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya yang dianggap kelak secara ekonomi cukup mampu untuk menghidupi anak gadisnya.[footnoteRef:25] [25:  Mirin Primudiastuti, Loc.Cit,hal 50] 

Praktik-praktik seperti yang tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai salah satu diskriminasi dan ketimpangan gender, karena perempuan harus mengikuti aturan orangtua atau adat yang sudah menjadi tradisi. Perlakuan inilah yang kemudian dalam kenyataannya, telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan. Berdasarkan analisis gender, telah dikemukakan oleh banyak pakar yang mempunyai atensi terhadap masalah-masalah perempuan, bahwa adanya perbedaan gender.
Selain itu seharusnya sebagai orangtua sudah semestinyalah harus mempunyai relasi yang demokratis dengan anaknya. Karena Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan antara orang yang melahirkan dan yang dilahirkan. Juga hubungan antara orang yang merawat dengan yang dirawat;  hubungan  antara yang mendidik dengan yang dididik, dan yang lebih tua dengan yang lebih muda. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di antara hak-hak orang tua adalah hak untuk dihormati anaknya. Begitu juga dengan anak, ia memiliki hak untuk disayangi kedua orang tuanya.
Persyaratan lain bahwa  perintah  orang  tua  tidak dapat ditaati  adalah  jika perintah itu untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, maka ia berhak untuk menolaknya, misalnya seorang anak menyatakan bahwa ia telah memilih seorang laki-laki yang dipandang terbaik untuk dirinya serta merasa cocok dengan laki-laki pilihannya, sementara orangtua berpendapat lain dan tidak menyetujui pilihan anak, maka wali hakimlah yang berhak memutuskannya.
Setidak-tidaknya telah menimbulkan tiga persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan, yakni sebagai berikut: Pertama, pandangan stereotipi terhadap kaum perempuan. Karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering dianggap sebagai makhluk kedua  yang layak untuk diperlakukan secara diskriminatif. Kedua, pandangan subordinasi dimana perempuan sering menjadi sasaran empuk dari tindak marginalisasi (pemiskinan ekonomi). Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan sering dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, tunjangan anak, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kaitannya dalam hak memilih jodoh oleh perempuan, hal ini menjadi dsar pembenaran, Ketiga, marjinalisasi menyebabkan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, seperti perkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun kekerasan berupa pelecehan sexual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki, sehingga dalam hak pengambilan keputusan terhadap dirinya sering diabaikan. banyak dialami perempuan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Aturan yang secara tegas melarang tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan, sesungguhnya juga telah dituangkan di dalam UU No 7 tahun 1984, yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984, yaitu tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. UU No 7 Tahun 1984, merupakan ratifikasi terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang biasa di singkat dengan CEDAW.[footnoteRef:26] [26: http ://www.alumniman.wordpress.com/2008/05/04/undang-undang no.1 tahun 1974-analisis gender.] 

Undang-undang No 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (atau yang kita kenal dengan Konvensi CEDAW) dan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1984 pasal 16 dinyatakan:[footnoteRef:27] [27:  UU No.7 Tahun 1984] 

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminas terhadap perempuan dalamsemua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin :
a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak- anaklah yang wajib diutamakan;
e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarangan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan saranasarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
g) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
h) Hak sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-Cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang- undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.
Dalam undang-undang di atas jelas bahwa yang berhak untuk menentukan siapa pasangan hidup si anak, bagaimana, dan kapan dia akan melakukan pernikahan adalah si anak itu sendiri sebagai wujud dari hak asasi anak. Sementara orang tua tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak secara sepihak anaknya untuk menikah dengan seseorang.
Begitu juga dalam persoalan memilih pendamping hidup, seharusnya perempuan juga mempunyai hak untuk memilih jodohnya sendiri, karena pemaksaan perkawinan terhadap perempuan selain merupakan sikap diskriminatif juga melanggar hak-hak asasi perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi umum No.21 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga pasal 16 konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi poin (b), bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya.[footnoteRef:28] [28: Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,2007, hal 68] 

Bahkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa hak seorang perempuan untuk memilih pasangan dan untuk menikah tanpa paksaan penting untuk hidupnya dan untuk martabat dan kesetaraannya sebagai manusia. Kajian terhadap laporan-laporan dari Negara-negara pihak mengungkap bahwa ada Negara-negara yang atas dasar adat istiadat dan kebiasaan, keyakinan agama atau asal etnis dari suatu kelompok tertentu, mengijinkan kawin atau perkawinan ulang paksa.
Dalam aturan lainnya juga dijelaskan guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan, aturan tersebut adalah UDHR (Universal Declaration of Human Rights) pasal 16 ayat 2 dipertegas, bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai.
Ketentuan-ketentuan yang ada baik dalam konvensi atau UDHR, dapat dijadikan sebagai instrument untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kaitannya dengan perkawinan, karena ketentuan tersebut menunjukkan bahwa menikah atau membangun rumah tangga adalah merupakan hak setiap manusia, bukan hanya hak laki-laki, akan tetapi perempuan juga ikut ambil andil, dan persetujuan dari kedua belah pihak adalah menjadi syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Untuk itulah perkawinan tidak boleh didasarkan pada kepentingan sepihak dari orangtua wali saja, tetapi harus ada persetujuan laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.
Selain itu dalam wilayah hukum Indonesia sendiri terdapat Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana Undang-undang ini juga sebagai aturan yang melindungi hak azasi perempuan, hal ini disebutkan dalam bagian kedua tentang „Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan‟dalam pasal 10 ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dipertegas oleh ayat(2) bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
Dalam UU Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung jawab Orang Tua telah ditegaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal tersebut jelas mengamanatkan, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, apalagi dalam konteks pernikahan yang dipaksakan. Ini bertujuan untuk mempersiapkan anak tumbuh berkembang secara optimal sebagai persiapan menjalani hari esok, termasuk saat dirinya membangun sebuah keluarga. Hal ini juga seharusnya menjadi kesadaran setiap orang tua untuk memberi kesempatan kepada sang anak dalam berproses menggali pengalaman dan wawasan.[footnoteRef:29] [29: Pera Supariyanti, Menilai Kawin Paksa perspektif fiqh dan Undang-undang perlindungan anak, Jurnal Rahima, Edisi : 26] 

Dari ketentuan tersebut baik secara Internasional maupun nasional tampak jelas bahwa setiap orang dijamin oleh hukum untuk membentuk kehidupan berkeluarga atau menjalankan perkawinan yang sah. Jaminan ini diberikan sebagai bentuk kehormatan atas hak asasi perempuan yang berkeinginan untuk menikah. Hak menikah sendiri merupakan hak dari masing-masing pasangan yang hendak atau berkeinginan untuk menikah dan oleh hukum disebut sebagai kehendak bebas, yang berarti kehendak yang tidak didahului, diikuti dan tidak atas paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu keterpaksaan atau dipaksa menjalankan perkawinan adalah merupakan bentuk tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diperlukan aksi yang akan mewujudkan itu, yaitu affirmarive action yang merupakan suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur structural seperti menetapkan undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan daerah, Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga organisasi atau policy dari pengambilan kebijakan atau sejenisnya. Dalam hal ini Negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan affirmative action.[footnoteRef:30] [30: Mufidah Ch, Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama,Jurnal EGALITA Volume 1 Tahun 1 Tahun 2006, hal 11] 

Gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi lelaki- perempuan atau yang kita kenal dengan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) semakin gencar dilakukan. Tidak hanya organisasi non pemerintah yang memang mengambil konsentrasi kajian dan advokasi hak-hak perempuan, tapi berbagai kalangan sudah mulai terlibat aktif dalam gerakan advokasi hakhak perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender. Termasuk di dalamnya pemegang kebijakan (pemerintah) maupun kalangan agamawan. Isu kesetaraan dan keadilan relasi lelaki perempuan ini tidak hanya dominan dalam diskusi-diskusi LSM, tapi sudah popular dalam majelis-majelis pengajian pesantren. Visi yang diusung untuk mengatasi permasalahan gender itu adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin.[footnoteRef:31] [31: Pera Supariyanti, Menilai Kawin Paksa perspektif fiqh dan Undang-undang perlindungan anak, Jurnal Rahima, Edisi : 26] 

Dalam potret seperti ini, nikah paksa merupakan bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Gerakan kesetaraan dan keadilan gender harus menyentuh pada kasus-kasus spesifik seperti nikah paksa yang marak terjadi di beberapa daerah. Bahkan kasus nikah paksa bisa menjadi tolok ukur keberhasilan gerakan perempuan, baik di tingkat penyadaran, maupun advokasi legal-formal. Mencegah terjadinya nikah paksa harus menjadi tema khusus dalam gerakan menghapus bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Oleh sebab itu, agenda khusus seperti pengarustamaan gender mendesak untuk mencegah kekerasan terhadap anak, adalah dengan merubah cara pandang masyarakat. Masyarakat perlu disadarkan agar dapat menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat dan kebebasan menentukan masa depannya. Orang tua dalam hal ini lebih berperan sebagai pengarah, memfasilitasi mereka menentukan pilihan. Bukan malah memaksakan pilihan berdasarkan keinginan orang tua semata.
Muara dari keprihatinan atas terjadinya ketidakadilan gender (yang melahirkan proses marginalisasi perempuan), pelanggengan dominasi, subordinasi, stereotip serta kekerasan terhadap kaum perempuan, akhirnya terletak pada ideologi dan kultur patriarki yang dominan dalam wacana pembangunan. Maka, perjuangan gender seharusnya diarahkan untuk membongkar struktur tersebut. Beberapa agenda penting yang dapat dilakukan dalam perjuangan emansipasi ini adalah: pertama, sosialisasi konsep gender melalui analisis gender untuk kalangan masyarakat umum dan institusi pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait. Kedua, mulai dilakukan usaha-usaha dialog dan diskursus intelektual di antara penganut agama berkaitan dengan isu gender.
Tujuannya untuk membedah doktrin (tafsir) dan praktek agama yang patriarkis. Ketiga, dalam jangka panjang, mengintegrasikan persoalan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program organisasi serta lembagalembaga pendidikan, dengan sasaran menciptakan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan langkah manajemen keorganisasian. Keempat,strategi advokasi melalui pengkajian terhadap akar persoalan ketidakadilan gender dalam negara dan masyarakat. Jika masalahnya terletak pada substansi hukum (hukum negara; yang tertulis dan tidak tertulis, hukum agama dan hukum adat), maka dilakukan advokasi untuk memberikan alternatif peny elesaian hukum yang berprespektif keadilan gender. Jika persoalannya terletak pada kultur hukum maka perlu dilakukan pendidikan massal dan program-program kampanye hak kaum perempuan. Tapi jika masalahnya terletak pada aparat pelaksana hukum maka solusinya adalah melakukan penyadaran aparat hukum melalui pendidikan tentang masalah ketidakadilan gender.
Agenda ini tentu membutuhkan sarana, prasarana dan durasi waktu yang cukup panjang. Antara lain yang paling pokok adalah membangun kerja sama dari berbagai komponen masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama, juga para orang tua sendiri, untuk bersama-sama melakukan upaya re-edukasi secara berkala, dalam upaya membangun kesadaran masyarakat.
D. Dampak kawin paksa
Kawin paksa banyak terjadi dikalangan wanita dewasa maupun anak-anak dibawah umur, adapun dampak kawin paksa sebagai berikut :
· infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Kenapa kedua penyakit ini paling berisiko diderita wanita yang menikah di usia dini? Secara medis, lelaki yang akrab dipanggil Yasa ini menjelaskan, menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker.[footnoteRef:32] [32:  Ibid] 

a. Dampak Kekerasan
Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non- fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.[footnoteRef:33] Melihat kepada pengertiannya maka baik suami ataupun istri sama- sama berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, biasanya kekerasan seperti ini ini disebut kekerasan berbasis gender. [33:  Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, 267] 

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan data-data yang direkan dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian adalah.[footnoteRef:34] [34:  Ibid, 269-271] 

· Kekerasan fisik
Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat.
· Kekerasan seksual
Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.
· Kekerasan psikis
Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif.
b. Dampak Sosial
Menikah karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai keluarganya. Suami atau isteri bisa diacuhkan dan bahkan anak-anak pun bisa juga tidak dipedulikan karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian terhadap pernikahan paksa yang dijalaninya dengan penuh kepura-puraan.[footnoteRef:35] [35:  http//www.organisasi.org.efek-dampakburuk perjodohan kawin paksa seperti siti nurbaya// (diakses pada 26 Juni 2018)] 

Sehingga terjadi relasi yang asimetris, hubungan yang tidak seimbang antara suami-istri sehingga menyebabkan diskriminasi, kesalahpahaman dan relasi sosial yang tidak nyaman.
c. Menimbulkan konflik dan perceraian
Apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, cuek terhadap anak dan suami/istri, selingkuh, sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik, dan lain-lain maka bisa menjadi bumerang yang berujung pada perceraian. Yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut.[footnoteRef:36] [36:  Ibid] 

Perlakuan kasar yang disebabkan oleh kondisi psikis yang tidak normal dan stabil ditambah dengan reaksi suami yang merasa dirinya tidak salah, karena yang melakukan tindakan pemaksaan bukan dari suami tetapi pada umumnya dilakukan oleh orangtua perempua ( Istri) internal.
Dengan demikian baik hubungan internal istri dan hubungan inter personal tidak lagi harmonis sehingga menyebabkan tidak terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

